
WALIKOTA GORONfTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA GORONTALO, 

a. bahwa da lam rangka mewu judkan pembangunan 

berwawasan l ingkungan yang berkelanjutsm d iper lukan 

adanya upaya pelestarian sumber daya air sehingga dapat 

memenuh i hajat h i dup masyarakat serta u n t u k me l indung i 

kelestarian fungsi l ingkungan h idup sc^suai dengan 

peruntukannya ; 

b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kual i tas a ir 

dan peningkatan kual i tas air l imbah serta u n t u k mencegah 

terjadinya dampak yang dapat merusak l ingkungan h idup , 

kesehatan manus ia dan m a k h l u k h i dup lainnya, per lu 

adanya pengaturan pengelolaan air l imbah ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u i ' b, per lu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pengelolaem Air L imbah ; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

4. Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2009 tentang 

Per l indungan dan Pengelolaan L ingkui igan H idup 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negsira Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

d iubah beberapa ka l i t e rakhi r dengan U^adang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 1999 tentang 

Pengelolaan L imbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah d iubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 T a h u n 1£>99 (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 3910); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 T a h u n 2001 tentang 

Pengelolaan Kual i tas Air dan Pengendalian I 'encemaran Air 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2001 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4161); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 T a h u n 2005 tentang 

Pengembangan Sistem Penyediaan Air M i n u m (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4490); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 T a h u n 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4858); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2008 tentang A i r 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 

Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4859); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2012 tentang Iz in 

L ingkungan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 5285); 

13. Keputusan Menter i Negara L ingkungan H idup Nomor 111 

T a h u n 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata 

Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air 

L imbah Ke Air A t au Sumb(;r Air ; 

14. Peraturan Menter i Pekerjaan U m u m Nomor 16/PRT/ 

M/2008 tentang Kebi jakan Dan Strategi Nasional 

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air L imbah 

Permukiman; 

15. Peraturan Menter i L ingkungan H idup Nomor 5 T a h u n 2014 

tentang B a k u M u t u Air L imbah. 

16. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 

tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 40 T a h u n 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo 

T a h u n 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 168). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEiWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEFiAH KOTA GORONTALO 

dan 

WALIKOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TISNTANG PENGE]:.OLAAN AIR 

L IMBAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wal ikota sebagai u n s u r penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n 

pemer intahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Wal ikota adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Walikota dan Dewan 

PerwTikilan Rakyat Daerah da lam penyelenggaraan u rusan pemer intahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. A i r adalah semua Air yang terdapat d i atas dan d i bawah pe rmukaan 

tanah , kecual i A i r l aut dan Air fosil. 

6. Ekosistem adalah ta tanan u n s u r l ingkungan h idup yang merupakan 

kesatuan u t u h menye luruh dan sal ing mempengaruhi da lam 

membentuk keseimbangan, stabilitas,, dan produkt iv i tas l ingkungan 

h idup . 

7. A i r L imbah adalah sisa dar i sua tu has i l usaha dan y'atau kegiatan 

berwujud cair. 

8. Setiap Orang adalah orang perseorangan a tau badan usaha, ba ik yang 

berbadan h u k u m m a u p u n yang t idak berbadan h u k u m . 

9. A i r L imbah Domestik adalah Air L imbah yang berasal dar i usaha 

dan/atau kegiatan p e rmuk iman (real estate), r u m a h makan (restauran), 

perkantoran, perniagaan, apartemen d£in asrama. 
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10. A i r L imbah Indus t r i adalah sisa hasi l usaha dan/atau kegiatan i n d u s t r i 

yang berwujud cair. 

11 . Pengelolaan Air L imbah adalah sua tu upaya terpadu yang te rd i r i atas 

perencanaan, penataan, pengolahan, pemel iharaan, pengawasan, dan 

pengendalian Air L imbah. 

12. Pengelolaan Air L imbah Domest ik adalah upaya terpadu da lam 

perencanaan, penataan, pengolahan, piemeliharaan, pengawasan, dan 

pengendalian A i r L imbah Domestik. 

13. Perairan U m u m adalah sa luran Air a tau sungai yang meru]3akan fasilitas 

u m u m dan b u k a n merupakan bagian dar i sistem l imbah p<irpipaan. 

14. Instalasi Pengolahan Air L imbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah 

tempat pengolahan Air L imbah sehingga memenuh i bak:u m u t u yang 

d i te tapkan. 

15. Instalasi Pengolahan Air L imbah Domest ik Komuna l yang selanjutnya 

disebut IPAL Domestik Komuna l adalati tempat pengolahan Air L imbah 

Domestik secara terpadu dar i sua tu wi layah sehingga m(5menuhi b a k u 

m u t u Air L imbah Domest ik yang d i te tapkan. 

16. Instalasi Pengolahan L u m p u r Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah 

tempat pengolahan l u m p u r t in ja terpadu. 

17. Sistem Pembuangan Air L imbah Setempat yang selanjutnya disebut 

Sistem Setempat adalah sistem Pengelolaan Air L imbah Domest ik secara 

ind iv idua l yang dio lah dan d ibuang di tempat. 

18. Sistem Pembuangan Air L imbah Terpusat yang selanjutnya disebut 

Sistem Terpusat adalah sistem pembuangan Air L imbah ke j a r ingan pipa 

yang d ia l i rkan ke satu tempat pengolal ian u n t u k d io lah agar memenuh i 

b a k u m u t u pada w a k t u d ibuang ke l inglcungan. 

19. Jar ingan Air L imbah Domest ik Terpusat adalah sua tu sistem j a r ingan 

perpipaan u n t u k menampung dan m<;ngalirkan Air L imbah ke sua tu 

tempat pengolahan. 

20. SumlDer A ir adalah wadah Air yang terdapat d i atas dan d i bawah 

pe rmukaan tanah termasuk dalam pengert ian i n i akuifer, mata Air, 

sungai , rawa, danau, s i tu , waduk, dan muara . 

2 1 . Akui fer adalah lapisan ban tuan j e n u h Air tanah yang da]3at meny impan 

dan meneruskan Air t anah da lam j u m l a h c u k u p dan ekonomis. 
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22. Tangki Septik adalah bak kedap Air u n t u k mengolah Air L imbah yang 

di lengkapi t u t u p , penyekat, p ipa masiuk/keluar dan venti lasi yang 

berfungsi u n t u k mengubah sifat-sifat A i r L imbah agar Air L imbah dapat 

d ibuang ke tanah mela lu i resapan tanpa mengganggu l ingkungan. 

23. Tangki Septik Ind iv idua l adalah tempat pengolahan Air L imbah Domest ik 

yang d igunakan u n t u k r u m a h tangga sendir i tanpa d ihubungkan dengan 

j a r ingan perpipaan Komuna l a tau terpusat. 

24. Tangki Septik Komuna l adalah tempat p^engolahan Air L imbah Domest ik 

terpis i ih dengan j a r ingan perpipaan terpusat yang d igunakan secara 

bersama-sama oleh beberapa r u m a h tangga. 

25. B a k u M u t u Air L imbah adalah u k u r a n batas a tau kadar u n s u r pencemar 

dan/a.tau j u m l a h u n s u r pencemar yang ditenggang keberadaannya 

dalami A ir L imbah yang akan d ibuang a tau di lepaskan ke da lam sumber 

Air dar i sua tu usaha dan/atau kegiatan. 

26. Iz in Pembuangan Air L imbah adalah izin yang d iber ikan bagi usaha 

dan/£itau kegiatan u n t u k membuang Aii- L imbah ke sumber Air. 

27. Iz in Pemanfaatan Air L imbah adalah izin yang d iber ikan bagi usaha 

dan/£itau kegiatan u n t u k memanfaatkan Air L imbah. 

28. Analisis Mengenai Dampak L ingkungan yang selanjutnya disebut 

AMDAL adalah kaj ian mengenai dampak pent ing sua tu UvSaha dan/atau 

kegiatan yang d irencanakan pada l ingkungan h i d u p yang d iper lukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/atau kegiatan. 

29. Upaya Pengelolaan L ingkungan H idup dan Upaya Pemantauan 

Lingkaingan H idup , yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 

peng(dolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

t idak berdampak pent ing terhadap l ingkungan h i d u p ysmg d iper lukan 

bagi pengambilan keputusan tentang x)enyelenggaraan usaha dan/atau 

kegiatan. 

30. Pejattat Pengawas L ingkungan H idup adalah pejabat Pegawai Negeri Sipi l 

pada Instans i yang berwenang d i b idang teknis L ingkungan H idup yang 

memenuh i kual i f ikas i dan kompetensi me lakukan pengawasan 

pengelolaan l ingkungan h idup . 
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BAB I I 

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Pengelolaan Air L imbah diselenggarakan dengan asas keterpaduan, tanggung 

jawab, kemanfaatan, keber lanjutan, part is ipat i f dan keadi lan. 

Pasal 3 

Pengelolaan Air L imbah ber tu juan u n t u k : 

a. mengendal ikan pembuangan Air L imbah; 

b. menjaga, me l indung i , dan mempertahankan kua l i tas Air t:anah dan Air 

pe rmukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan pe runtukannya ; 

c. mengupayakan l ingkungan h i d u p yang bebas dar i pencemaran A i r 

L imba l i da lam rangka mencapai kond is i masyarakat h i dup sehat dan 

sejahtera; 

d . mewu judkan tercapainya kual i tas A ir L imbah yang memenuhi b a k u 

m u t u , dan ; 

e. men ingkatkan upaya pelestarian fungsi l ingkungan h idup da lam 

menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan l ingkungan. 

Pasal 4 

Ruang l ingkup pengaturan Pengelolaan Air L imbah me l iput i : 

a. hak dan kewajiban 

b. Pengelolaan Air L imbah; 

c. per iz inan; 

d. larangan; dan 

e. pembinaan dan Pengawasan. 

BAB I I I 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 

HAK 

Pasal 5 

Setiap Onmg berhak : 

a. mempteroleh kua l i tas A ir yang baik; 



- 8 -

b. mendapatkan informasi mengenai status m u t u A i r dan pengelolaan 

kual i tas A ir serta pengendalian pencemaran Air; dan 

c. berperan serta da lam rangka pengelolaan kua l i tas A i r dan pengendalian 

pencemaran Air sesuai pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 6 

(1) Setiap Orang wajib: 

a. mel<3Starikan kual i tas A ir pada Sumber Air; dan 

b. mengendal ikan pencemaran Air. 

(2) Setiap pe laku usaha dan/atau kegiatan yang me lakukan kegiatan dengan 

menghasi lkan Air L imbah wajib membuat sa luran pembuangan Air 

L imba l i m e n u j u sumber Air yang memudahkan u n t u k pengambi lan 

contoh dan pengukuran kua l i tas Air Limhiah d i luar areal kegiatan. 

(3) Setiap Orang yang me lakukan usat ia dan/atau kegiatan wajib 

member ikan informasi yang benar dan akura t mengenai pelaksanaan 

kewajiban pengelolaan kual i tas Air dan ptjngendalian pencemaran Air. 

Pasal 7 

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memasang alat 

u k u r kuant i t as dan kual i tas Air L imbah serta me lakukan pencatatan 

debit A iT L imbah har ian . 

(2) Hasi l pencatatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d isampaikan 

kepad£i Wal ikota mela lu i Perangkat Daerah yang membidangi u r u s a n 

l ingkungan h i dup pal ing sedikit 1 (satu) ka l i da lam 1 (satu) bu lan . 

(3) Usaha dan a tau kegiatan yang wajib memasang alat u k u r kuant i tas dan 

kual i t£LS a i r l imbah sebagaimana yang d imaksud pada ayat (1) 

d isesuaikan dengan pera turan perundang-undangan ber laku. 

Pasal 8 

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib me lakukan 

pengujiian kua l i tas A ir L imbah pal ing sedikit l (satu) ka l i dadam 1 (satu) 

bu lan ke laborator ium yang telah terakreditasi . 
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(2) Hasi l pemeriksaan kual i tas A ir L imbah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d isampaikan kepada Wal ikota mela lu i Perangkat Daerah yang 

membidangi u r u s a n l ingkungan h idup . 

Pasal 9 

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pe rmuk ima i i {real estate), 

r u m a h mal ian , perkantoran, dan perniagaan, wajib : 

a. me lakukan pengolahan air l imbah domest ik sehingga m u t u air l imbah 

yang d ibuang ke l ingkungan t idak me lampaui baku m u t u air l imbah 

domestik yang te lah d i te tapkan oleh pera turan perundt ing-undangan 

yang ber laku; 

b. membuat sa luran pembuangan air l imbah domest ik yang t e r tu tup dan 

kedap air; 

c. membuat bak kont ro l u n t u k memudahkan pengambilan contoh air 

l imbah domestik; dan 

d. memeriksa kadar kua l i tas air l imbah domest ik pal ing sedikit 6 (enam) 

bu lan sekali. 

BAB IV 

PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

Bagian Kesatu 

U m u m 

Pasal 10 

(1) Setiap Orang yang me lakukan kegiatan yang menghasi lkan Air L imbah 

wajib me lakukan Pengelolaan Air L imbah. 

(2) A i r L imbah yang d ibuang ke Air a tau sumber Air harus memenuh i b a k u 

m u t u yang d i te tapkan pera turan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Pengelolaan Air L imbah diselenggarakan secara terpadu dengan 

pendekatan Ekosistem. 

(2) Keterpaduan sebagaimana d imaksud pada Ayat (1) d i l akukan m u l a i 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 
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Bagian Kedua. 

Pengelolaan Air L imbah Domest ik 

Paragra f1 

Sistem Pengelolaan Air L imbah Domest ik 

Pasal 12 

(1) Pengelolaan Air L imbah Domestik d i laksanakan mtdalui sistem 

pengolahan Air L imbah Domest ik setempat, terpusat dan IPLT. 

(2) Sistem Pengelolaan Air L imbah setempaL sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) h u r u f (b) d i l akukan secara ind iv idua l me la lu i pengolahan dan 

pembuangan Air L imbah Domest ik setempat. 

(3) Sistem pengolahan Air L imbah Domest ik terpusat sebagaimjana d imaksud 

pada ayat (1) d i l akukan secara ko lekt i f me la lu i j a r ingan pengumpul dan 

dio lah serta d ibuang secara terpusat. 

Pasal 13 

(1) Pengolahan dan pembuangan A i r L imbah Domest ik setempat 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 12 ayat (2) terd i r i atas: 

a. Tangki Septik Ind iv idua l ; 

b. Tangki Septik Komuna l ; dan 

c. IPAL Domest ik Komunal . 

(2) Sistem pembuangan Air L imbah setempat a tau terpusat agar t i dak 

mencemari daerah tangkapan Air/resapan Air baku . 

(3) Sistem pembuangan Air L imbah terpusat d i a rahkan bagi l ingkungan 

perumahan a tau kawasan padat penduduk dengan memperhat ikan daya 

d u k u n g lahan dan kondis i sosial ekonomi masyarakat. 

Paragraf 2 

Pengolahan Air L imbah Domest ik Setempat 

Pasal 14 

(1) Setiap Orang pada wi layah yang karena kondis i dan pert imbangan 

te r tentu t idak dapat memanfaatkan Jar ingan Air L imbah Domest ik 

Terpusat, dapat membuat IPAL Domest ik setempat berupa Tangki Septik 

Komuna l a tau IPAL Domestik Komunal . 
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(2) Apabi la ke tentuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t idak dapat 

d i laksanakan, dapat membuat tangk i septik ind iv idua l yang memenuh i 

persyaratan teknis sanitasi . 

(3) U n t u k wi layah yang dekat dengan Sumber Air, masyarakat d ia rahkan 

u n t u k membangun IPAL Komunal . 

Pasal 15 

(1) Pembangunan IPAL Domest ik Setemjiat dapat d i laksanakan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pengembang 

pe rumi ihan , dan/atau masyarakat. 

(2) Pekeija.an pembangunan IPAL Domest ik Setempat yang d i laksanakan 

oleh masyarakat dan/atau p ihak ketiga harus memenuh i ke tentuan yang 

ber laku dengan pengawasan instansi terkait . 

(3) Masyarakat harus menya lurkan Air Liml:)ah Domest iknya ke da lam IPAL 

Setemf)at sesuai dengan kondis i dan kapaisitas IPAL. 

(4) Masyarakat yang akan membangun a tau menyambung IPAL Domest ik 

Setemp»at harus menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pekerjaan u m u m . 

Pasal 16 

Operasionii l dan pemel iharaan Tangki Septik Individiual, Tangki 

Septik Komunal , dan IPAL Domest ik Komuna l menjadi tanggung jawab 

pengguna. 

Paragraf 3 

Pengolahan Air L imbah Domestik Terpusat 

Pasal 17 

(1) Setiap Orang yang t idak me lakukan pengolahan A i r L imbah 

Domest ik Setempat harus menya lurkan Air L imbah Domest ik ke 

Jar ingan Air L imbah Domest ik Terpusat sesuai dengan kond is i dan 

kapasitas IPAL. 

(2) Penyambungan salursui A i r L imbah Dojmestik ke Jar ingan Air L imbah 

Domestik Terpusat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 

setelali mendapatkan iz in dar i Perangkat Daerah yang membidangi 

u r u s a n pekerjaan u m u m . 
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(3) Penyambungan sa luran A i r L imbah Domest ik ke Jar ingan Air L imbah 

Domestik Terpusat d i laksanakan sesuai dengan ketentuan teknis dan 

pengawasan dar i Perangkat Daerah yang membidangi urusian pekerjaan 

u m u m . 

(4) Ketentuan lebih lan jut mengenai tata cara permohonan Iz in 

Penyambungan Jar ingan Air L imbah Domest ik Terpusat sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) d i a tur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 18 

Sistem pembuangan/pengolahan Air L imbah terpusat t e rd i r i dar i s istem 

terpusat berskala komuni tas , kawasan, kota dan regional. 

Bagian Ketiga. 

Pengelolaan Air L imbah Indus t r i 

Pasal 19 

(1) Setiap Orang yang me lakukan usaha dan/atau kegiatan 

i n d u s t i i yang menghasi lkan dan membuang Air L imbah indus t r i 

wajib memi l i k i IPAL guna mengolah A i r L imbah agar sesuai dengan baku 

m u t u . 

(2) Setiap Orang yang me lakukan usaha dan/atau kegiatan ymig me lakukan 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan 

pen imbunan Air L imbah indus t r i dilairang me lakukan pengenceran 

dengar t u j u a n m e n u r u n k a n konsentrasi zat r acun dan bahaya Air 

L imbah. 

(3) Setiap pe laku usaha dan/atau kegiatan yang menghasi lkan dan 

membuang Air L imbah Indus t r i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

wajib memasang alat u k u r yang digunalcan u n t u k memantau kuant i t as 

dan kua l i tas Air L imbah. 

(4) Penggunaan alat u k u r kual i tas Air L imbah sebagaimana di imaksud pada 

ayat (3) wajib distandarisasi oleh instans i yang berwenang. 

Pasal 20 

(1) Da lam rangka mengopt imalkan fungsi pcmgawasan terhadtip kua l i tas A i r 

L imba l i I n d u s t r i agar sesuai dengan t^aku m u t u , Pemerintah Daerah 

me lakukan pemasangan alat t e r t en tu pada IPAL. 
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(2) Alat t ( ; r tentu sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupakan 

alat yang berfungsi u n t u k memantau Air L imbah yang d ibuang ke 

sumbei- A i r 

Pasal 21 

Setiap Orang yang me lakukan usaha dan/atau kegiatan i ndus t r i yang telah 

memi l i k i IPAL dan be lum berfungsi secara opt imal harus d i sempurnakan dan 

dioperasionalkan sehingga Air L imbah yang d ihas i lkan sesuai dengan b a k u 

m u t u . 

Bagian Keempiit 

Pengelolaan Air L imbah Rumah Sakit dan 

Sarana Kesehatan Lainnya 

Pasal 22 

Setiap 0]-ang yang me lakukan usaha dan/atau kegiatan r u m a h 

sakit dan sarana kesehatan la innya wajib memi l i k i IPAL yang 

terpisah antara A i r L imbah Domest ik dan A i r L imbah kegiatan 

usaha. 

Pasal 23 

Pengelolaan Air L imbah r u m a h sakit dan sarana kesehatan la innya mengacu 

pada ke tentuan pera turan perundang-undangan. 

Bagian Kel ima 

Pengelolaan Air L imbah Hotel, Penginapan, 

Kos-Kosan dan Lainnya 

Pasal 24 

Setiap Oreing yang me lakukan usaha dan/atau kegiatan Hotel , Penginapan, 

Kos-kosan dan Lainnya wajib me lakukan pengelolaan L imbah yang 

d ihas i lkan. 

Pasal 25 

Pengelolaecn Air L imbah Hotel, Penginapan, Kos-kosan dan la innya mengacu 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB V 

PERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Iz in Pembuangan Air' L imbah 

Pasal 26 

(1) Setiap Orang yang me lakukan usaha dan/atau kegiatan yang membuang 

Air L imbah ke A ir dan/atau sumber Air da lam wi layah Daerah wajib 

memi l i k i Iz in Pembuangan A i r L imbah. 

(2) Iz in Pembuangan Air L imbah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) harus 

memenuh i persyaratan adminis t ras i dan teknis. 

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Iz in 

Pembuangan Air L imbah sebagaimana d imaksud pada eiyat (1) d i a tu r 

dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kedua 

Iz in Pemanfaatan Air L imbah 

Pasal 27 

(1) Setiap Orang yang me lakukan usaha dan/atau l<:egiatan yang 

memanfaatkan Air L imbah d i Daerah wajib memi l i k i Iz in Pemanfaatan Air 

L imbah. 

(2) Iz in P(;manfaatan Air L imbah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) harus 

memenuh i persyaratan adminis t ras i dan teknis. 

(3) Persyfiratan admin is t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) t e rd i r i 

atas: 

a. is ian fo rmul i r permohonan periz inan; 

b. iz in la in yang berka i tan dengan usah i i dan/atau kegiatan; dan 

c. do lmmen Amda l a tau UKL-UPL a tau dokumen la in yang; d ipersamakan 

dengan dokumen d imaksud . 

(4) Persyaratan teknis sebagaimana d imaksud pada ayat (2), me l ipu t i : 

a. doikumen yang menjelaskan upaya pencegahan pencemaran, 

min imal isas i volume Air L imbah, elisiensi energi dan sumber daya 

yang d i l a k u k a n orang pr ibad i a tau badan usaha Air L imbah te rmasuk 

rencana pemul ihan bi la terjadi pencemaran; 
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b. kaj ian pemanfaatan A i r L imbah t(;rhadap pembudidayaan i kan , 

hewan, dan tanaman, kual i tas tanah dan Air tanah , serta kesehatan 

mas;yarakat; dan 

c. ka j ian potensi dampak dar i kegiatan pemanfaatan Air L imbah 

terhadap pembudidayaan ikan , hewan, dan tanaman, kua l i tas t anah 

dan Air tanah , dan kesehatan masyaraikat. 

(5) Kajian dampak pemanfaatan Air L imbah sebagaimana d imaksud pada 

ayat (4) h u r u f c d idasarkan pada dc»kumen Amdal , UKL-UPL a tau 

dokumen la in yang dipersamakan. 

(6) Ketentuan lebih lan jut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan 

Iz in Pemanfaatan Air L imbah sebagsdmana d imaksud pada ayat (1) d i a tur 

dengan Peraturan Walikota. 

BAB V I 

LARANGAN 

Pasal 28 

Setiap Orang yang me lakukan ussiha dan/atau kegiatan menghasi lkan Air 

L imbah di larang: 

a. me lakukan pengenceran; 

b. membuang Air L imbah secara sekaligus da lam satu saat a tau pelepasan 

dadakan tanpa pengolahan Air L imbah; 

c. membuang Air L imbah yang mengandung radiokati f ; 

d. membuang Air L imbah melebihi B a k u M u t u Air L imbah; 

e. membuat sa luran pembuangan Air L imbah langsung ke sujtnber A i r tanpa 

mela lu i pengolahan; 

f. me lakukan penyambungsm ke da lam j a r ingan A i r L imbah Domest ik 

terpusat tanpa iz in ; 

g. menygi lurkan Air h u j a n ke da lam jar inga n A ir L imbah Domest ik dan IPAL 

Domestik; 

h . benda padat/sampah yang dapat m e n u t u p sa luran, benda-benda yang 

m u d a h menyala a tau meletus (gas) yang, akan menimbulksm bahaya a tau 

kerusakan pada sumber Air, j a r ingan Air L imbah, dan IPAL; 
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i . membuang A i r L imbah medis, laundry dan l imbah indus t r i ke j a r ingan 

Air L imbah terpusat a tau IPAL Domestik setempat; 

j . menya lurkan Air L imbah Domestik yang mengandung l )ahan dengan 

kadar yang dapat mengganggu dan merusak Jar ingan Air L imbah 

Domest ik Terpusat; 

k. menya lurkan Air L imbah Domestik ke tanah , sungai dan sumber A ir 

la innya tanpa pengolahan; 

I . menambah a tau merubah bangunan vJaringan Air L imbah Domest ik 

Terpusat tanpa iz in; 

m . membangun bangunan d i atas Jar ingan Air L imbah Domestik Terpusat 

tanpa izin. 

BAB VI I 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 

Pasal 29 

(1) Wal ikota a tau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi u r u s a n 

l ingkungan h i dup me lakukan pembinaan u n t u k meningkEitkan ketaatan 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam P(5ngeloIaan A i r 

L imbah. 

(2) Pembinaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 

a. penyu luhan mengenai pera turan perundang-undangan yang berka i tan 

dengan pengelolaan kua l i tas A ir dan pengendalian pencemaran Air ; 

b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Air L imbah; 

c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan i l m u dan 

teknologi; 

d . mendorong upaya min imal isas i l imbah yang ber tu juan u n t u k efisiensi 

penggunaan sumber daya; 

e. mendorong upaya pemanfaatan Air L imbah; 

f. menyelenggarakan pelat ihan, imengembangkan fo rum- forum 

b imbingan dan/atau konsul tas i teknis da lam bidang pengendalian 

pencemaran Air; dan 

g. pe:iierapan kebi jakan insent i f dan/atau disinsentif . 
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Pasal 30 

Wal ikota sitau Kepala Kepala Perangkat Daerah yang membidangi u r u s a n 

l ingkungan h i dup me lakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan 

skala mikro , keci l dan menengah mela lu i : 

a. pembangunan sarana dan prasarana Pen;gelolaan Air L imbah terpadu; 

b. pemberian ban tuan sargina dan prasarana da lam rangka penerapan 

min imal isas i Air L imbah, pemanfaatan Air L imbah, dan efesiensi sumber 

daya; 

c. pengembangan mekanisme percontohan; dan/atau 

d. penyelenggaraan pelat ihan, mengembangkan fo rum- forum b imbingan, 

dan/atau konsul tas i teknis d i b idang pengendalian pencemaran Air . 

Pasal 31 

Wal ikota a t au Kepala Perangkat Daerah yang; membidangi u r u s a n l ingkungan 

h idup , Pekerjaan U m u m , dan Kesehatan me lakukan pembinaan terhadap 

Pengelolaan Air L imbah r u m a h tangga mela lu i : 

a. pembangunan sarana dan prasarana Pengelolaan Air L imbah; 

b. peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan tangk i septik yang 

sesuai dengan persyaratan sanitasi; 

c. peningkatan keswadayaan masyarakat da lam Pengelolaan Air L imbah 

rumahi tangga; 

d. pembentukan kelompok swadaya masyarakat dan/atau kader 

masyarakat da lam Pengelolaan Air Limbeih r u m a h tangga; 

e. pengeinbangan mekanisme percontohan; 

f. penyeljaran informasi dan/atau kam]3anye Pengelolaan Air L imbah 

r u m a l i tangga; dan/atau 

g. penyelenggaraan pelat ihan, mengembangkan forum- forum b imbingan 

dan/atau konsul tas i teknis da lam bidang pengendalian pencemaran Air 

pada sumber Air da r i l imbah r u m a h tang;ga. 

Bagian Kedu a 

Pengawasan 

Pasal 32 

Wal ikota a tau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi u r u s a n l ingkungan 

h i d u p me lakukan pengawasan terhada ]3 penataan persyaratan yang 

te rcantun i da lam iz in sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 dan Pasal 25. 
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Pasal 33 

(1) Da lam melaksanakan pengawasan sebagaiamana d imaksud da lam 

Pasal 3 1 , Wal ikota menetapkan Pejabat Pengawas L ingkungan H idup 

yang merupakan pejabat fungsional. 

(2) Da lam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengawas sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) berwenang: 

a. me lakukan pemantauan yang me l ipu t i pengamatan, pemotretan, 

per(;kaman audio v isual , dan pengukuran ; 

b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, 

kar^awan yang bersangkutan, konsu l tan , kontraktor , dan perangkat 

pemer intahan setempat; 

c. membuat sa l inan dar i dokumen dan a tau membuat catatan yang 

d ipe r lukan antara la in dokumen per iz inan, dokumen Amidal a tau UKL-

UPL, a t au dokumen la in yang d ipersamakan dengan dokumen 

d imaksud , data has i l swapantau, dokumen Sursit Keputusan 

orgi inisasi perusahaan; 

d. memasuk i tempat t e r tentu yang berhubungan dengan Pengelolaan Air 

L imbah; 

e. mengambi l contoh dar i Air L imbah yang d ihas i lkan . A i r L imbah yang 

d ibuang, bahan baku , dan bahan penolong; 

f. memeriksa peralatan yang d igunakan da lam proses produks i , u t i l i t as , 

dan instalasi pengolahan l imbah; 

g. memeriksa instalasi , dan a tau alat t ransportas i ; 

h . meminta keterangan dar i p ihak yang bertanggungjawab atas usaha 

dan/atau kegiatan; 

(3) Kewenangan membuat catatan sebagaimana d imaksud da lam ayat (2) 

h u r u f c me l iput i : 

a. pembuatan denah; 

b. skelsa; 

c. gambar; 

d . peta; dan/atau 

e. deskr ips i yang d ipe r lukan dalampelaksanaan tugas pengawasan. 
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BAB VI I I 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 34 

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau/kegiatan yang t idak 

melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 

ayat (1) d ikenakan sanksi administras i . 

(2) Sanksi admin is t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 

a. teguran ter tu l is ; 

b. penghentian sementara; dan/atau 

c. pencabutan iz in me lakukan usaha dan/ataukegiatan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 35 

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipi l t e r t entu d i l ingkungan Pemerintah 

Daerah yang diber i wewenang khusus sebagai penyidik u n t u k me lakukan 

peny id ikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daemh i n i sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana d imaksud da lam Ki tab Undang-Undang 

H u k u m Acara Pidana. 

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipi l sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) berwenang : 

a. menerima, mencar i , mengumpu lkan dan menel i t i keterangan a tau 

laporan berkenaan dengan adanya ]3elanggaran dalam pelaksanaan 

per anggulangan bencana; 

b. menel i t i , mencar i dan mengumpu lkan keterangan mengenai orang 

pr ibad i a tau badan tentang kebenaran perbuatan yang d i l akukan 

sehubungan dengan adanya pelanggaran da lam pelaksanaan 

perianggulangan bencana; 

c. meminta keterangan dan bahan b u k t i dar i orang pr ibad i a t au badan 

sehubungan dengan adanya pelanggaran da lam pelaksanaan 

perianggulangan bencana; 

d. memeriksa b u k u - b u k u , catatan-catatan, dokumen-dokumen la in 

berkenaan dengan adanya pekmggaran da lam pelaksanaan 

perianggulangan bencana; 
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e. me lakukan penggeledahan-penggeledahan u n t u k mendapatkan bahan 

b u k t i dan dokumen-dokumen la in serta melakuksm penyitaan 

terhadap bahan b u k t i tersebut; 

f. meminta ban tuan tenaga ah l i da lam rangka pelaksanaan tugas 

penyid ikan adanya pelanggaran da lam pelaksanaan penanggulangan 

bencana; 

g. m e n y u r u h berhent i , melarang seseorang meninggalkan ruangan pada 

saat; pemeriksaan sedang berlangsung; dan memeriksa identi tas orang 

a tau dokumen sebagaimana d imaksud pada h u r u f e; 

h . memotret seseorang yang berkai tan dengan adanya pelanggaran da lam 

pelaksanaan penanggulangan bencana; 

i . memanggi l orang u n t u k didengar keterangannya dan diper iksa sebagai 

tersangka a tau saksi; 

j . menghent ikan penyid ikan; dan 

k. me lakukan t indakan yang per lu untu]< kelancaran penyid ikan adanya 

pelanggaran da lam pelaksanaan penanggulangan benc;ana m e n u r u t 

h u k u m yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana d imaksud pada ayat (1), member i tahukan 

d imula inya peny id ikan dan menyampaikan has i l peny id ikannya kepada 

Penuntut U m u m mela lu i Penyidik dar i Kepolisian Neg;ara Republ ik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang d ia tur da lam Undang-undang 

H u k u m Acara Pidana 

B A B X 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 36 

(1) Setiap Orang yang melanggar ke tentuan sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 28, d ip idana dengan p idana 

k u r u n g a n pa l ing lama 3 (tiga) bu l an dan/atau p idana denda pa l ing 

banyak Rp.50.000.000,00 ( l ima p u l u h ju1:a rupiah) . 

(2) T inda l : p idana sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan 

Daeral i . 



- 2 1 -

B A B X I 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

Usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada pada saat ber lakurtya Peraturan 

Daerah i n i , pal ing lambat 1 (satu) t a h u n harus berdasarkan keh jntuan da lam 

Peraturan Daerah i n i . 

BAB XI I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Peraturan Wal ikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah i n i harus sudah 

d i te tapkan pal ing lambat 1 (satu) t a h u n sejak Peraturan Daerah i n i 

d iundangkan . 

Pasal 39 

Peraturan Daerah i n i mu l a i ber laku pada tan^jgal d iundangkan. 

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Daerah i n i dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetaplcan d i Gorontalo 

pada tanggal 2 9 • • • c a ti e< • 

WALIKOTA GORONTALO 

MARTEN TAHA 

2016 

D iundangkan d i Gorontalo 

padatangg:al 29 • • • • • ^ • r 2016 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, 

ZAINUDDIN RAHIM 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 9 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO : (9/53/2016) 



P E N J E L A S A N 

A T A S 

P E R A T U R A N D A E R A H K O T / L G O R O N T A L O 

N O M O R 9 T A H U N 2016 

T E N T A N G 

P E N G E L O L A A N A I R L I M B A H 

I . U M U M 

Permasalahan pengelolaan air l imbah d i Daerah c u k u p kompleks ba ik 

dar i segi pengaturannya m a u p u n pembiayaannya. Sistem pengelolaan 

j a r ingan air l imbah yang be lum berjalan s;ecara opt imal merupakan salah 

satu kendala bagi Pemerintah Daerah da lam upaysL pelestarian 

l ingkungan h idup . Dengan adanya ha l tersebut Pemerintah Daerah per lu 

me lakukan pengelolaan air l imbah dengan cara membuat sistem 

pengaturan terhadap j a r ingan air l imbah baik terpusat m a u p u n setempat, 

karena dengan adanya pengaturan j a r ingan air l imbah t€;rsebut dapat 

me l indung i dan meningkatkan kual i tas air t anah dan air pe rmukaan d i 

Daerah. 

Dengan dasar tersebut, maka per lu a(ianya Peraturan Daerah yang 

mengatur segala jen is pengelolaan air l imbah baik yang d ibuang mela lu i 

saluran. air l imbah terpusat m a u p u n sa luran air l imbah stXempat, yang 

d ibua t oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah 

m a u p u n masyarakat. Dengan ber lakunya Peraturan Daerah i n i 

d iharapkan te rwujudnya l ingkungan yang sehat mela lu i kesadaran dan 

kepedul ian pemer intah, dun ia usaha dan/atau masysirakat da lam 

berpart is ipasi melestar ikan l ingkungan h idup mela lu i pengelolaan air 

l imbahnya. 

I I . P A S A L DEMI P A S A L 

Pasal 1 

C u k u p jelas. 

Pasal 2 

C u k u p jelas. 



Pasal 3 

C u k u p jelas. 

Pasal 4 

C u k u p jelas. 

Pasal 5 

C u k u p jelas. 

Pasal 6 

C u k u p jelas. 

Pasal 7 

C u k u p jelas. 

Pasal 8 

C u k u p jelas. 

Pasal 9 

C u k u p jelas. 

Pasal 10 

C u k u p jelas. 

Pasal 11 

C u k u p jelas. 

Pasal 12 

C u k u p jelas. 

Pasal 13 

C u k u p jelas. 

Pasal 14 

C u k u p jelas. 

Pasal 15 

C u k u p jelas. 

Pasal 16 

C u k u p jelas. 

Pasal 17 

C u k u p jelas. 

Pasal 18 

C u k u p jelas. 
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Pasal 19 

C u k u p jelas. 

Pasal 20 

C u k u p jelas. 

Pasal 21 

C u k u p jelas. 

Pasal 22 

Sarana kesehatan la innya me l iput i puskesmas, r u m a h laersalin, balai 

pengobatan, apot ik, laborator ium kesehatan, dan sejenisnya. 

Pasal 23 

C u k u p jelas. 

Pasal 24 

C u k u p jelas. 

Pasal 25 

C u k u p jelas. 

Pasal 26 

C u k u p jelas. 

Pasal 27 

C u k u p jelas. 

Pasal 23 

C u k u p jelas. 

Pasal 29 

C u k u p jelas. 

Pasal 30 

C u k u p jelas. 

Pasal 31 

C u k u p jelas. 

Pasal 32 

C u k u p jelas. 

Pasal 33 

C u k u p jelas. 

Pasal 34 

C u k u p jelas. 



Pasal 35 

C u k u p jelas. 

Pasal 36 

C u k u p jelas. 

Pasal 37 

C u k u p jelas. 

Pasal 38 

C u k u p jelas. 

Pasal 39 

C u k u p jelas. 
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